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RINGKASAN

Kepatuhan wajib pajak yaitu salah satu keberhasilan pemerintah untuk menghimpun
penerimaan pajak, dan bukan hanya sekedar aspek pemungutan pajak yang bersifat memaksa.
Untuk meraih target pajak, maka harus adanya kesadaran dari kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku. Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) berperan penting terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia yang menjadi
usaha untuk pembangunan daerah. Maka, wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan
dan diberikan penyuluhan pajak yang tepat dan benar agar meningkatkan kepatuhan dan
kesadaran wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM pada masa
pandemic covid-19 di KPP Pratama Batu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif
deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Batu. Data dalam metode penelitian ini dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil
dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batu
dikategorikan cukup patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori berkembang dalam setiap sektor.
Pembangunan yang lancar dapat tercipta bila terdapat dana yang cukup untuk membiayai
pembangunan tersebut. Pembangunan negara membutuhkan dana yang besar untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang merupakan tujuan dari sebuah negara. Salah satu
pendapatan yang diperoleh oleh negara berasal dari pajak serta pendapatan yang berasal dari
bukan pajak. Pendapatan pajak merupakan diperoleh dengan pendapatan perdagangan
internasional serta pajak dalam negeri. Sedangkan, pendapatan bukan pajak merupakan dana
yang diperoleh dari keuntungan yang didapatkan BUMN, SDA dan pendapatan bukan pajak
lainnya (Mustakiem,2014).

Pajak pula didapatkan pada sektor UMKM. Usaha kecil mikro dan menengah berperan
krusial bagi garda terdepan perekonomian Indonesia yang mampu untuk meningkatkan
kegiatan ekonomi di masyarakat. Nilai tambah ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan dengan
interaksi ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku pasar dengan pemberian ruang lebih luas
dalam kegiatan ekonomi. UMKM mampu untuk menyediakan kebutuhan ekonomi
masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi pada sektor riil. UMKM pula memiliki
banyak jenis komoditas yang diperdagangkan seperti kerajinan, makanan serta minuman dan
pelayanan masyarakat. Bila UMKM memiliki tingkat pertumbuhan yang baik maka dapat
memberi kontribusi yang baik pula terhadap pembangunan ekonomi di daerah (Mukhlis &
Simanjuntak, 2016).

Pajak penting untuk diketahui bagi seluruh wajib pajak. Semakin mengerti dan

memahami arti penting dari fungsi pajak, maka para wajib pajak akan semakin patuh untuk
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membayarkan pajak yang ditangguhkan kepada mereka sehingga tidak mengalami sanksi
akibat tidak membayar pajak. Sanksi memiliki 2 fungsi kepada para wajib pajak yang tidak
patuh, pertama sebagai upaya pendidikan kepada para wajib pajak serta yang kedua
merupakan hukuman. Pendidikan yang dimaksud merupakan informasi yang perlu untuk
wajib pajak ketahui berkaitan dengan hak serta kewajiban wajib pajak, sedangkan fungsi
hukuman digunakan untuk efek jera kepada wajib pajak (Choiriyatuz,2010).

Seringkali wajib pajak menganggap pajak merupakan sebuah beban yang ditangguhkan
kepada perseorangan ataupun badan usaha. Reformasi perpajakan hanya dapat tercipta
apabila seluruh masyarakat taat terhadap pembayaran pajak. Hal tersebut merupakan
tantangan yang berat bagi Pemerintah dimana perlu untuk menumbuhkan rasa sadar terhadap
pajak di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak dan sebagai wujud
pengabdian kepada negara dalam rangka turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara tidak langsung.

Pendapatan negara dalam sektor pajak sangat bergantung pada ketaatan para wajib pajak,
Pemerintah tidak hanya perlu untuk memungut pajak, namun perlu juga untuk prosedur yang
lebih mudah, regulasi serta layanan yang baik kepada wajib pajak. Miladia (2010) yang
dikutip oleh Maharani (2015) menjelaskan peralihan target pajak negara didasarkan pada
tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu Pemerintah pun perlu untuk melakukan kajian ulang
mengenai kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pajak.

Saat ini perekonomian tengah dilanda oleh gejolak Covid-19 yang berdampak signifikan
terhadap perekonomian global. Adanya pandemi ini mengganggu kegiatan-kegiatan dalam
kepemerintahan, seperti ekonomi yang sempat mengalami pertumbuhan bernilai minus
(Suhendri et.al,2022). Untuk mengatasi dari dampak pandemi tersebut, maka Pemerintah

mengeluarkan peraturan, berdasarkan Kemenkeu pada tahun 2020 memprediksi pertumbuhan



akan lambat daripada tahun-tahun lalu akibat dari adanya kebijakan physical distancing yang
membatasi kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat.

Pajak adalah sumber terbesar perolehan negara dalam APBN. Negara memiliki
keberhasilan dari pemungutan pajak bergantung pada tingkat kepatuhan dan stabilitas kondisi
ekonomi (Faroug, 2018). Kegiatan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada perolehan
pajak untuk dapat menggerakkan roda pemerintahan dalam rangka menyediakan
kesejahteraan masyarakat. Pajak di tahun-tahun sebelumnya memiliki kontribusi sekitar 70%
dari pendapatan negara dalam APBN. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya pajak dalam
pembiayaan aktivitas penyediaan pembangunan negara (Farooq, 2018).

Di indonesia UMKM berperan sangat penting dalam rangka pertumbuhan nasional yang
lebih baik di sektor perekonomian. Namun, disaat pandemi pertumbuhan UMKM mengalami
penurunan yang signifikan (Suhendri at.al, 2022). Tujuan dari pemberdayaan UMKM yang
diatur pada UU No. 20 Tahun 2008 yang membahas mengenai peran dari UMKM sebagai
stabilisasi perekonomian nasional, menjadikan UMKM untuk dapat berusaha secara mandiri
dan tangguh. UMKM memiliki peran dalam peningkatan pembangunan yang ada di daerah,
pemerataan pendapatan, menyediakan lapangan kerja serta mengurangi angka kemiskinan
(Suhendri, at.al, 2022).

Wajib pajak perlu untuk memahami arti penting dari pajak. Maka Pemerintah berupaya
untuk memberikan informasi sebagai pengetahuan mengenai pajak kepada wajib pajak
menggunakan media-media yang dapat dilihat oleh masyarakat. Upaya lainnya pula
dilakukan dengan cara sosialisasi langsung kepada masyarakat yang berperan penting dalam
penyuluhan dan pemberian informasi mengenai pajak. Faktor yang dinilai dalam kepatuhan
wajib pajak yaitu dengan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Andriani et.al (2016)
menjelaskan kepatuhan dalam membayar pajak dapat ditingkatkan dengan mengadakan

penyuluhan yang memberikan pemahaman serta informasi mengenai pentingnya peran pajak.



Semakin bertambahnya wawasan masyarakat mengenai pajak maka tingkat kepatuhan
mereka akan semakin tinggi untuk membayar pajak (Julianti, 2014). Pada peraturan
mengenai pajak berkaitan dengan pengenaan tarif PPh Final yang mengalami penurunan
menjadi 0,5% yang semula sebesar 1%. Di saat pandemi ini peraturan tersebut diharap dapat
meringankan beban wajib pajak dan memberikan stimulus terhadap peningkatan kepatuhan
dalam membayar pajak bagi para UMKM di Kantor Pelayanan Pajak pada masa pandemi
covid-19.

KPP Pratama Batu pada masa pandemi dan sebelum adanya pandemi covid-19. Dan
peneliti juga ingin mengetahui apa faktor yang dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan
wajib pajak UMKM disaat Covid-19. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu, karena dianggap sebagai wilayah
dengan tingkat pertumbuhan UMKM yang meningkat namun tidak di imbangi dengan tingkat
kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Pembayaran Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 2020-2021 (Studi kasus di
KPP Pratama Batu).”

1.2. Rumusan Masalah

“Bagaimana tingkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak UMKM pada masa
pandemi covid-19 di KPP Pratama Batu?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharap didapatkan dalam hasil penelitian yaitu mengetahui tingkat kepatuhan
wajib pajak terhadap pembayaran pajak UMKM pasca pandemi covid-19 di KPP Pratama
Batu

1.4. Manfaat Penelitian



Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai
pihak:
1. Bagi KPP Pratama Kota Batu
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi KPP Pratama
Kota Batu tentang tinjauan terhadap pembayaran pajak UMKM
2. Bagi Peneliti
Sebagai pelajaran berharga bagi peneliti terutama dalam merumuskan suatu masalah,
menganalisis serta mencoba memecahkannya kedalam metode keilmuan yang yang
peneliti dapat selama kuliah dengan mendapatkan bimbingan dan pengawasan dosen.
3. Bagi Wajib Pajak
Diharap mampu untuk digunakan sebagai rujukan dalam rangka meningkatkan

kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di kalangan pelaku UMKM.
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